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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kepada kajian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kinerja dari Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Kota Bandung terbilang cukup 

buruk, dapat dilihat dari hasil penelitian yaitu terkait dengan pelaksanaan tugas dari 

satuan tugas hanya dijalankan hanya satu tugas yaitu terkait penyusunan rencana 

pengawasan, sedangkan tugas-tugas lain yang diatur didalam Peraturan Daerah 

Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum 

dijalankan oleh Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Kota Bandung di Pasar Baru 

Kota Bandung. 

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selaku penegak Peraturan Daerah tidak 

bekerja secara maksimal untuk menegakan Peraturan Daerah dengan menjatuhkan 

sanksi administratif kepad para pelanggar di Kawasan Tanpa Rokok, dapat dilihat 

dari hasil penelitian penjatuhan sanksi administratif kepada orang yang melanggar 

hanya disamaratakan dilakukan teguran lisan sedangkan ada beberapa cara 

penjatuhan sanksi yang lebih berdampak kepada ketertiban bilamana dijatuhkan 

kepada para pelanggar namun hal ini tidak dilakukan oleh Pihak Satuan Polisi 

Pamong Praja. Selain itu penjatuhan sanksi kepada pengelola Pasar Baru yang  

melanggar aturan Peraturan Daerah belum diberikan sanksi administratif terhadap 

pelanggaran yang dilakukannya, hal ini dikarenakan Petunjuk Pelaksanaan berupa 

Peraturan Wali Kota baru di berlakukan sejak 27 Maret 2023, mengakibatkan 

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kurang maksimal dalam menegakan Peraturan 

Daerah. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai perangkat daerah Pihak 

Satuan Polisi Pamong Praja tidak menjalankan tugas yang dimilikinya sesuai 

dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana sebagai salah 
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satu perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja menerapkan asas-asas terkait 

dengan tugas yang dimilikinya. 

5.2 Saran 

1. Kepada Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Kota Bandung untuk segera 

melakukan Pemenuhan Tugas seperti yang diatur didalam Pasal 24 ayat (2) 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok yakni untuk melakukan pengawasan di wilayah Pasar Baru. 

2. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk segera melakukan penjatuhan sanksi 

bilamana dilaksanakannya Pengawasan dengan Satuan Tugas Kawasan Tanpa 

Rokok, mengingat mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 4 Tahun 2021 telah dikeluarkan didalam Bentuk Peraturan 

Wali Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2023. 

3. Kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk melakukan penyederhanaan 

birokrasi dalam hal melakukan pengawasan oleh Satuan Tugas dan Satuan 

Polisi Pamong Praja, dimana kedepannya diharapkan aturan yang ada dirubah 

agar Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan penuh dalam hal 

menjatuhkan sanksi kepada pelanggar Kawasan Tanpa Rokok di Pasar Baru 

sehingga lebih memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjatuhkan 

sanksi-sanksi terhadap pelanggaran di daerah-daerah Kawasan Tanpa Rokok. 

Selain itu untuk meminta kepada Pihak Kementerian Kesehatan untuk segera 

melakukan pembenahan dan perbaikan pada aplikasi E-Monev KTR terkait 

pemisahan kriteria-kriteria pertanyaan dalam lingkup tempat kerja dan tempat 

umum dengan kategori-kategori Kawasan Tanpa Rokok Lainnya untuk 

menentukan tingkat kepatuhan suatu Kawasan Tanpa Rokok. 

4. Kepada pihak pengelola Pasar Baru agar segera membangun Kawasan Khusus 

Merokok didalam Pasar Baru sebagai wilayah yang dibawah pengaturan oleh 

pihak pengelola, mengingat terdapat klausul didalam Peraturan Daerah 

Kawasan Tanpa Rokok untuk pihak pengelola menyediakan fasilitas tersebut. 
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